
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Evaluasi Budaya Kerja;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 10
peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 maka perlu
adanya mekanisme evaluasi budaya kerja;

a. bahwa dalam rangka menilai perkembangan
implementasi budaya kerja sebagai bagian dari
reformasi birokrasi, perlu adanya pedoman evaluasi
budaya kerja bagi aparatur di lingkungan pemerintah
daerah;

Me imbang

BUPATIBALANGAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANEVALUASIBUDAYAKERJA

TENTANG

PERATURANBUPATIBALANGAN
NOMOR 50 TAHUN2020

BUPATIBALANGAN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
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Me gingat



Da am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. aerah adalah Kabupaten Balangan.
2. emerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA BAGI APARATUR
PADAPEMERINTAHDAERAH.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-2019;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
751);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Eva uasi Budaya kerja mencakup :
a. valuasi budaya tertib melayani terdiri dari standar pelayanan, budaya

elayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap
elayanan;

b. valuasi Budaya tertib disiplin kerja terdiri dari kehadiran, pakaian dinas
an atribut, kode etikjkode perilaku, budaya kerja dan nilai budaya kerja;

c. valuasi Budaya tertib administrasi terdiri dari standar layanan pada
erangkat daerah berupa SPM dan NSPK,Prosedur operasional tetap atau
OP yang diterapkan, tat a Naskah Dinas dan kearsipan, Pola hubungan
erja dan koordinasi;

d. valuasi Budaya tertib Kinerja terdiri dari Dokumen perencanaan
rganisasi (renstra), IKI dan PK struktural, pelaksana dan JFT,
engukuran kinerja, SKP,LKIPSKPD,Laporan keuangan semesteran dan
khir tahun, LPPDdan LKPj.

Pasal3

Eva uasi Budaya Kerja Bagi SKPD dilakukan secara periodik setiap 2 (dua)
tah n.

Pasal 2'

BABII
EVALUASIBUDAYAKERJA

emerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
ng menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. epala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. atuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
atuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
alangan.

5. erangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari
ekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

I spektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit
elaksana Teknis Dinas atau lembaga lain sebagai bagian dari perangkat
aerah.

6. udaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari
tas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi kebiasaan
alam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

7. ilai Budaya Kerja adalah konsep abstrak mengenai hal-hal yang penting
an bernilai dalam pelaksanaan Budaya Kerja.

8. valuasi Budaya Kerja adalah serangkaian kegiatan evaluasi yang
ilakukan dalam rangka mengukur kinerja implementasi pengembangan
udaya kerja perangkat daerah
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(3) ilai evaluasi budaya kerja akan menjadi bahan perumusan pemberian
ward dan punishment bagi SKPD.

(2) agi SKPD yang telah menetapkan nilai budaya kerja diluar 4 nilai pokok
udaya kerja yang wajib atau utama, memperoleh tambahan nilai secara
ualitatif oleh Tim Evaluasi.

(1) ilai evaluasi budaya kerja terdiri dari

sangat baik dengan score hasil penilaian an tara 90 -100;

baik dengan score hasil penilaian antara 80-89;

cukup dengan score hasil penilaian antara 63-79;
buruk dengan score hasil penilaian an tara 50-62;

sangat buruk dengan score hasil penilaian kurang dari 50.

Pasa17

BABV
PERUMUSANNILAIEVALUASI

(2) P ngisian data sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) wajib melampirkan
b kti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan
k absahannya.

nilaian budaya kerja dilakukan dengan cara setiap SKPD wajib mengisi
ta questioner yang telah dirumuskan oleh Tim Evaluasi.

(1)

Pasa16

BABIV
MEKANISME PENILAIAN

(2) im sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(1) valuasi Budaya Kerja dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan
eputusan Bupati Balangan.

Pasa15

BABIII
TIM EVALUASIBUDAYAKERJA

Mat ik Evaluasi Budaya Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam
La piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
InI.

Pasa14
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BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

H. ANSHARUDDIN

ttd

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,

Per turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Per turan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kab paten Balangan.

Pasa18

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
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